	Harian
	:
	Radar Sulteng
	Kasubaud
Sulteng  II

	Hari, tanggal
	:
	Kamis, 03 November  2011
	

	Keterangan
	:
	Halaman 16 Kolom 1-3; halaman 14 Kolom 4-7
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Tojo Una-una
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Tidak Ada LPJ Keuangan PDAM

Anggota Banggar .
Tolak Bahas
Penyertaan Modal

TOUNA- Sejak tahun 2010
hingga tahun 2011 pihak
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) tidak memasukkan
laporan pertang-gungjawaban
keuangan. Padahal, miliaran rupiah
anggaran daerah dikucurkan untuk
perusahaan milik daerah itu.

Buntut tidak dimasukkannya
laporan keuangan PDAM, salah
satu anggota DPRD Touna tidak
akan membahas penyertaan modal

SUTOPO

Syaiful Bahri Tandjumbulu

terhadap PDAM. “Saya akan tolak
bahas penyertaan modal ke PDAM.
Saya pastikan akan ramai pem-
bahasan anggaran,” tekan salah
satu anggota badan anggaran
(banggar) DPRD Touna, Syaiful
Bahri Tandjumbulu kepada Radar
Sulteng, Selasa (1/11).

Pejuang pemekaran Touna
menjadi kabupaten sendiri terpisah
dari Kabupaten Poso itu mengatakan,
tahun 2009 hingga 2010 perusahaan
daerah merugi hingga ratusan juta
rupiah. “Nah, kerugian itu tidak ada
pertanggungjawabannya,” tutur
Apui-sapaan akrab Syaiful Bahri
Tandjumbulu.
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Politisi partai berlambang
banteng moncong putih yang
dikenal cukup vocal ini
menyatakan, tidak masalah
merugi atau tidak merugi. Yang
terpenting bagi dia, adalah laporan
pertanggjawabannya. “Tapi ini
tidak ada pertanggungjawaban
keuangannya,” urai Apui lagi.

la menyarankan kepada
Bupati Touna, Damsik
Ladjalani agar perusahaan
daerah tidak perlu dibantu.
Dengan harapan, perusahaan
tersebut bisa mandiri. Justru
yang layak dibantu oleh
pemerintah kata Apui, adalah
PDAM. “Saya sarankan

perusahaan daerah (PD) tidak
usah dibantu. Kalau PDAM
belum memungkinkan, dan
memang harus dibantu. PD ini
yang tidak jelas,” sebut Apui.

Komisi 111 DPRD Touna
meminta  bupati  untuk
melaksanakan peraturan
daerah tentang perusahaan
milik daerah secara tegas. Hal
tersebut disampaikan juru
bicara Komisi III DPRD
Touna, Hasanudin Taona dalam
laporan Komisi [Il DPRD Touna
tentang pembahasan rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) tahun anggaran
2012, Selasa (1/11).

Mereka memandang bahwa
rekruitmen dan evaluasi
terhadap badan pengawas dan

direksi kedua perusahaan
daerah (PD dan PDAM) harus
dilaksanakan secara konsisten.
Tidak terlihat adanya sinergi
dan koordinasi antara Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan SKPD terkait menjadi
salah satu hambatan yang
mengemuka. Hal tersebut
terlihat dari tidak adanya
koordinasi antara Bappeda,
DPPKAD dengan perusahaan-
perusahaan milik daerah
hingga saat ini.

“Yang sangat kami
sayangkan, kami telah
meminta kepada Bappeda dan
direksi kedua perusahaan
milik daerah untuk melakukan
koordinasi, schingga dapat
membangun penyamaan

persepsi tentang rencana bisnis
kedua perusahaan daerah itu.
Namun hingga saat ini kami
hanya mendapat janji akan
dilakukan koordinasi terlebih
dahulu, tetapi hingga saat ini
tidak jelas realisasinya apalagi
hasil koordinasinya,” kata
Hasanudin.

Akibat dari itu, pihaknya
belum memutuskan besaran
penyertaan modal untuk kedua
perusahaan itu untuk tahun
anggaran 2012.

“Kami memandang kedua
perusahaan itu belum memiliki
perencanaan bisnis kedepan
yang jelas serta tidak adanya
evaluasi terkait kerugian dari
kedua perusahaan tersebut,”
tutur Hasanudin. (sut)




